
ANALISIS KEBUTUHAN AUDITOR DAN KOMPETENSI 

PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 

 

TUGAS AKHIR 

 

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi  

 

 

 
 

Oleh: 

Nama   : Khaila Nazwa Lizzahra Putri 

NPM   : 2105170186 

Program Stud i : Akuntansi 

Konsentrasi  : Akuntansi Pemeriksaan 

 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 

MEDAN 

2025 



 
 

i 
 

 



 
 

ii 
 

 



 
 

iii 
 

 



 
 

iv 
 

 

 

ABSTRAK 

 
 

ANALISIS KEBUTUHAN AUDITOR DAN KOMPETENSI 

PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SERDANG BEDAGAI 

 

   Khaila Nazwa Lizzahra Putri  

Program Studi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 

khailanazwalizzahraputri@gmail.com 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara kebutuhan 

ideal dan kondisi eksisting auditor serta mengevaluasi profil kompetensi auditor di 

Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode analisis deskriptif, mengacu pada Keputusan Kepala 

BPKP Nomor 971/K/SU/2005 untuk perhitungan kebutuhan auditor dan 

International Professional Practices Framework (IPPF) untuk evaluasi kompetensi. 

Hasil penelitian menunjukkan kesenjangan signifikan dalam kuantitas auditor 

dengan gap 59,6% (kebutuhan ideal 52 auditor vs kondisi eksisting 29 auditor), 

terutama pada jenjang Auditor Pertama/Terampil dengan defisit 31 orang, serta 

profil kompetensi yang menunjukkan fondasi solid dalam pengetahuan audit dasar 

namun menghadapi tantangan dalam risk-based auditing approach, data analytics 

skills, professional judgment yang inkonsisten, dan keterampilan komunikasi yang 

perlu perbaikan signifikan. Penelitian merekomendasikan strategi pengembangan 

SDM audit komprehensif meliputi perekrutan auditor sesuai kualifikasi, program 

rotasi penugasan sistematis, peningkatan kompetensi melalui pelatihan 

berkelanjutan, dan pengembangan sistem perlindungan independensi auditor untuk 

mengoptimalkan efektivitas fungsi pengawasan internal dalam mendukung good 

governance dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.  

 

Kata kunci : Kebutuhan Auditor, Kompetensi 
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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF AUDITOR REQUIREMENTS AND 

COMPETENCY AT THE INSPECTORATE OF SERDANG 

BEDAGAI REGENCY 

 

         Khaila Nazwa Lizzahra Putri  

Department of Accounting 

Faculty of Economics and Business 

Muhammadiyah University of North Sumatera 

khailanazwalizzahraputri@gmail.com 

 

This research aims to analyze the gap between ideal requirements and 

existing conditions of auditors and evaluate the competency profile of auditors at 

the Inspectorate of Serdang Bedagai Regency. The research employs a qualitative 

approach with descriptive analysis method, referring to the Decision of BPKP Head 

Number 971/K/SU/2005 for auditor requirement calculations and the International 

Professional Practices Framework (IPPF) for competency evaluation. The research 

findings reveal a significant gap in auditor quantity with a 59.6% shortage (ideal 

requirement of 52 auditors vs existing condition of 29 auditors), particularly at the 

Junior/Skilled Auditor level with a deficit of 31 personnel, and a competency profile 

that demonstrates solid foundation in basic audit knowledge but faces challenges in 

risk-based auditing approaches, data analytics skills, inconsistent professional 

judgment, and communication skills requiring significant improvement. The 

research recommends a comprehensive audit HR development strategy including 

recruitment of auditors according to required qualifications, systematic assignment 

rotation programs, competency enhancement through continuous training, and 

development of auditor independence protection systems to optimize the 

effectiveness of internal oversight functions in supporting good governance and 

accountability in regional financial management.  

 
Keywords : Auditor requirements, Competency 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Inspektorat kota/daerah sebagaimana yang dimaksud dalam PP No. 60 

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, merupakan 

sebagai salah satu Aparat Pengawasan Intern Pemeriksaan (APIP) yang 

bertanggung jawab langsung kepada walikota/bupati. Inspektorat merupakan 

auditor internal pemerintah yang memiliki tugas pengawasan APBD dan 

kegiatan non keuangan pemerintah daerah. 

Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai merupakan Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkedudukan sebagai unsur 

pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab 

langsung kepada Bupati Serdang Bedagai. Berdasarkan Peraturan Bupati 

Serdang Bedagai Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten 

Serdang Bedagai, inspektorat memiliki tugas pokok melaksanakan 

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, 

pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan 

pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Inspektorat Kabupaten Serdang 

Bedagai dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya 

dibantu oleh Sekretaris, para Inspektur Pembantu, dan Kelompok Jabatan 

Fungsional Auditor. Struktur organisasi Inspektorat terdiri dari Sekretariat 

yang membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan serta Sub Bagian 
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Umum dan Kepegawaian, kemudian terdapat empat Inspektur Pembantu 

yang masing-masing memiliki wilayah binaan berbeda, serta Kelompok 

Jabatan Fungsional Auditor yang bertugas melaksanakan kegiatan audit, 

reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya 

Sebagai APIP daerah, Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai 

memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi 

pemerintah daerah melalui fungsi pengawasan yang independen dan objektif. 

Fungsi utama Inspektorat meliputi penyusunan Program Kerja Pengawasan 

Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko, pelaksanaan audit kinerja terhadap 

program dan kegiatan pemerintah daerah, reviu atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) sebelum diaudit oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK), evaluasi terhadap sistem pengendalian intern pemerintah 

(SPIP), serta pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan 

rekomendasi audit internal (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah). Dalam konteks otonomi 

daerah dan akuntabilitas publik, peran Inspektorat menjadi semakin penting 

terutama dalam mencegah dan mendeteksi penyimpangan pengelolaan 

keuangan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 

pemerintahan, serta memberikan assurance dan konsultasi yang dapat 

menambah nilai bagi organisasi pemerintah daerah. 

Auditor pemerintah atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 

yang terdapat dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri 

dari prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dalam terlaksananya pengendalian 
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audit sehingga terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal 

dalam pelaksanaan audit. Dalam melakukan tugasnya, salah satu fungsi APIP 

dalam hal ini Inspektorat provinsi/kabupaten/kota adalah melakukan review 

atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebelum dilakukan audit 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Maka dari itu tenaga auditor 

Inspektorat haruslah pegawai yang memiliki disiplin ilmu akuntansi. Hal ini 

dikarenkan tenaga auditor tersebut memiliki tugas yang sangat berat selain 

melakukan audit soal keuangan dan administrasi diseluruh SKPD, juga 

melakukan pemeriksaan pada kegiatan fisik. 

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional setiap 

auditor harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional 

dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Di samping komitmen 

organisasional, adanya orientasi profesional yang mendasari timbulnya 

komitmen profesional nampaknya juga akan berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja. Para profesional lebih merasakan senang mengasosiasikan diri mereka 

dengan organisasi profesi mereka dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan 

mereka juga lebih ingin mentaati norma, aturan dan kode etik profesi dalam 

memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi (Dwiyanto & Rufaedah, 

2020). 

Berbagai masalah penyimpangan, kecurangan, penyalahgunaan 

wewenang serta permasalahan hukum sebagai akibat dari adanya praktik 

korupsi, kolusi, dan nepotisme masih sering terjadi di Indonesia saat ini. 

Untuk itu berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk terus melakukan 
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perbaikan dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (clean 

government). Peningkatan peran pengawasan internal yang memadai di 

lingkungan pemerintahan merupakan wujud dari pemerintahan yang baik, 

bersih dan berwibawa. 

Auditor internal memiliki peran penting dalam pelaksanaan fungsi 

pengawasan sebagai penilai kecukupan struktur pengendalian intern, penilai 

efektivitas, dan penilai kualitas kerja. Kemampuan auditor dapat terlihat dari 

kecakapan profesionalnya dalam menjalankan profesinya sebagai auditor, 

sedangkan perilaku dan sikap yang baik tercermin dari integritas auditor itu 

sendiri yang mampu bersikap jujur dan bertanggung jawab atas laporan yang 

di hasilkan. Selain itu pengalaman kerja dalam bidang audit sangat diperlukan 

untuk membentuk dan mengasah keahlian dalam melakukan pemeriksaan dan 

menjadikannya lebih baik dan bijaksana dalam berfikir maupun bertindak 

sehingga mendorong auditor melakukan tugas semakin baik. Komitmen harus 

diawali dari pimpinan ataupun pejabat pemerintah sehingga dapat dibangun 

pada bawahannya (Setyana et al., 2021).  

Untuk mengukur kebutuhan auditor secara menyeluruh dan sistematis 

dalam Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, diperlukan penggunaan alat 

ukur yang meliputi aspek kuantitas, kualifikasi, dan spesialisasi auditor 

sebagai tolok ukur utama dalam menentukan kebutuhan sumber daya auditor 

yang efektif dan efisien. 
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Pertama, alat ukur kebutuhan kuantitas auditor berfokus pada jumlah 

auditor yang dibutuhkan berdasarkan beban kerja pengawasan yang harus 

ditangani. Evaluasi ini mempertimbangkan jumlah objek pengawasan dan 

lama waktu pelaksanaan audit agar jumlah auditor yang tersedia dapat 

menutupi seluruh cakupan tugas secara optimal tanpa berlebihan atau 

kekurangan. Dengan demikian, kebutuhan kuantitas auditor dalam suatu 

instansi harus disesuaikan dengan volume pekerjaan dan kompleksitas 

pengawasan yang ada. Hal ini sejalan dengan pedoman resmi dari BPKP yang 

menekankan perhitungan kebutuhan auditor harus melalui analisis beban 

kerja pengawasan secara rinci (Setyana et al., 2021). 

Kedua, alat ukur kebutuhan kualifikasi auditor menitikberatkan pada 

persyaratan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi yang wajib dimiliki auditor 

agar dapat melakukan audit secara profesional. Aspek ini menjadi ukuran 

penting karena auditor yang memiliki kualifikasi sesuai standar mampu 

menguasai metode audit, etika profesi, serta dinamika regulasi yang berlaku. 

Kualifikasi yang baik meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi 

risiko dan memberikan rekomendasi yang tepat, sehingga kualitas 

pengawasan pun meningkat. Oleh karena itu, peningkatan kualifikasi auditor 

harus menjadi prioritas dalam pengelolaan sumber daya di Inspektorat 

(Harahap & Pulungan, 2019). 

Ketiga, alat ukur kebutuhan spesialisasi auditor menggambarkan 

keharusan keberadaan auditor dengan bidang keahlian tertentu sesuai jenis 

objek audit. Spesialisasi ini penting agar audit dapat dilakukan dengan 
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ketepatan teknis dan mendalam sesuai karakteristik sektor yang diaudit, 

seperti audit keuangan, audit kinerja, atau pengawasan teknis lainnya. Auditor 

yang memiliki spesialisasi mampu memahami permasalahan dan risiko yang 

spesifik sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan. 

Pendekatan spesialisasi ini membantu Inspektorat dalam mengalokasikan 

sumber daya auditor secara lebih tepat sasaran dan optimal (Dwiyanto dan 

Rufaedah (2020). 

Kabupaten Serdang Bedagai memiliki 17 kecamatan, 609 desa, 29 

Dinas/Kantor/Badan, sekitar 450 Sekolah SD dan SMP, 20 Puskesmas dan 

beberapa Bumdes dan Bumdes Bersama yang kesemuanya merupakan objek 

pemeriksaan oleh internal Auditor di bawah pengawasan Inspektorat 

Kab.Serdang Bedagai. Berikut adalah rincian objek yang harus diperiksa : 

Tabel 1. 1 Objek Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai 

No. Objek Pemeriksaan Jumlah Unit Jenis Kegiatan Total Kegiatan 

1 Sekretariat Daerah 9 2 18 

2 Dinas/Kantor/Badan 29 2 58 

3 Kecamatan 17 2 34 

4 Desa 609 1 609 

5 Sekolah SD/SMP 450 1 450 

6 Puskesmas 20 2 40 

7 Bumdes/Bumdes Bersama 25 1 25 

8 Audit Khusus/Pengaduan 10 1 10 

9 Monitoring Tindak Lanjut 150 1 150 

Total 1.394 

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2025) 

Berdasarkan referensi Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan Nomor: 971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan 

Formasi Jabatan Fungsional Auditor, perhitungan kebutuhan auditor di 

Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai dapat dihitung sebagai berikut: 

Tabel 1. 2 Perhitungan Beban Kerja Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai 
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Komponen Jumlah 

Jumlah Kegiatan Audit 1.394 

Rata-rata HP per Tim 60 HP 

Jumlah Beban Kerja Audit (A x B) 83.640 HP 

Beban Kerja Pengawasan Lainnya (30% x C) 25.092 HP 

Total Beban Kerja 108.732 HP 

Sumber : (Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, 2025) 

Dengan total beban kerja sebesar 108.732 HP, sesuai dengan tabel 

klasifikasi beban kerja untuk unit APIP yang menerapkan 5 hari kerja dalam 

satu minggu, Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai termasuk dalam 

kelompok A1 yang memerlukan 12 Gugus Tugas ditambah 4 Auditor Utama. 

Tabel 1. 3 Kebutuhan Ideal Auditor Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai 

No Jabatan Jumlah Kebutuhan 

1 Auditor Utama - 

2 Auditor Madya 4 

3 Auditor Muda 12 

4 Auditor Pertama/Terampil 36 

Total 52 

Sumber : (Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, 2025) 

Berdasarkan data yang ada, kondisi saat ini jumlah Jabatan Fungsional 

Auditor pada Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. 4 Kondisi Eksisting Auditor Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai 

No Jabatan Jumlah Existing Kebutuhan Kekurangan 

1 Auditor Utama 0 0 0 

2 Auditor Madya 5 4 0 

3 Auditor Muda 12 12 0 

4 Auditor Pertama/Terampil 5 36 31 

5 JFU P2UPD 7 - - 

Total  29 52 31 

Sumber : (Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, 2025) 

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat kekurangan yang signifikan 

sebesar 31 auditor atau sekitar 59,6% dari kebutuhan ideal. Disisi lain jabatan 

Auditor pada Inspektorat Kab Serdang Bedagai masih sangat terbatas bagi 

Auditor yang sudah bersertifikasi. 
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Kekurangan auditor yang signifikan di Inspektorat Kabupaten Serdang 

Bedagai menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap efektivitas 

pengawasan internal pemerintah daerah. Menurut (Katili et al., 2017), 

kekurangan auditor internal dapat menyebabkan penurunan kualitas audit dan 

meningkatkan risiko tidak terdeteksinya kecurangan. 

Dampak pertama yang paling terasa adalah penurunan kualitas audit. 

Jumlah auditor yang tidak mencukupi menyebabkan setiap auditor harus 

menangani beban kerja yang berlebihan. Hal ini berdampak pada penurunan 

kualitas audit karena keterbatasan waktu dan sumber daya untuk melakukan 

pemeriksaan yang mendalam. Menurut (Supriyanto et al., 2022), kualitas 

audit sangat dipengaruhi oleh kemampuan auditor untuk mendeteksi dan 

melaporkan pelanggaran yang terjadi. Ketika auditor dipaksa untuk 

menangani terlalu banyak objek pemeriksaan dalam waktu yang terbatas, 

maka kedalaman analisis dan ketepatan prosedur audit menjadi berkurang. 

Dampak kedua adalah menurunnya efektivitas pengawasan secara 

keseluruhan. Kekurangan auditor menyebabkan tidak semua objek 

pemeriksaan dapat diaudit secara rutin dan menyeluruh. Hal ini menciptakan 

celah pengawasan yang dapat dimanfaatkan untuk praktik penyimpangan. 

Menurut Institute of Internal Auditors (IIA, 2017), efektivitas pengawasan 

internal sangat bergantung pada kecukupan sumber daya auditor. Dengan 609 

desa, 29 dinas/kantor/badan, dan ratusan objek pemeriksaan lainnya, 

sementara auditor yang tersedia hanya 29 orang, maka tidak mungkin semua 

objek dapat diawasi secara optimal. 
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Dampak ketiga adalah terancamnya pencapaian tata kelola 

pemerintahan yang baik. Pengawasan internal yang tidak optimal dapat 

mengancam pencapaian good governance. Kekurangan auditor dapat 

menyebabkan lemahnya sistem pengendalian internal yang pada akhirnya 

berdampak pada penurunan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan 

keuangan daerah (Lesmana, 2011). Hal ini sangat krusial mengingat 

pentingnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan negara. 

Dampak keempat adalah meningkatnya risiko terjadinya korupsi. 

Pengawasan yang tidak memadai dapat meningkatkan risiko terjadinya 

korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut (Zunaedi et al., 2022), audit internal 

yang efektif merupakan salah satu mekanisme penting dalam pencegahan 

korupsi di sektor publik. Ketika pengawasan melemah, maka peluang untuk 

melakukan tindak pidana korupsi menjadi lebih besar karena risiko terdeteksi 

menjadi lebih rendah. 

Selain aspek kuantitas, kompetensi auditor juga menjadi faktor krusial 

dalam efektivitas pengawasan internal. Kompetensi auditor didefinisikan 

sebagai kemampuan personal yang mencakup pengetahuan, keterampilan, 

dan perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan tugas audit dengan baik 

(Harahap & Pulungan, 2019). Dalam konteks audit internal pemerintah, 

kompetensi menjadi sangat penting karena kompleksitas regulasi dan 

tantangan yang dihadapi auditor sektor publik. 

Kompetensi adalah konsep yang banyak didefinisikan oleh para ahli 

dengan fokus pada kemampuan individu dalam melaksanakan tugas. 
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Menurut (Suparno, 2012), kompetensi adalah kecakapan yang memadai 

untuk melakukan suatu tugas atau keterampilan dan kecakapan yang 

diisyaratkan. Pendapat lain dari (Poerwadarminta, 1993) memaknai 

kompetensi sebagai kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan suatu 

hal. Selain itu, (Sedarmayanti, 2008) memandang kompetensi sebagai 

karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung 

terhadap kinerja yang sangat baik. Ketiga definisi ini menegaskan bahwa 

kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang 

menjadi dasar pelaksanaan tugas secara efektif. 

Kompetensi auditor memegang peranan sentral sebagai kunci dalam 

menjamin keandalan laporan keuangan yang diaudit. Auditor yang 

kompeten memiliki pengetahuan teoretis, keterampilan teknis, pengalaman 

profesional, serta kemampuan adaptif terhadap perkembangan teknologi 

dan regulasi. Sikap profesional dan objektivitas yang dimiliki auditor 

kompeten menjaga integritas serta independensi dalam proses audit. Oleh 

sebab itu, kompetensi dan penerapan standar profesi merupakan faktor 

utama dalam memperkuat kualitas audit sehingga mampu memberikan hasil 

yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan 

(Hasnatang dkk., 2025). 

Berdasarkan observasi, ditemukan permasalahan terkait kompetensi 

auditor di Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai yang berpengaruh 

terhadap kualitas pelaksanaan tugas pengawasan. Permasalahan utama 

adalah sebagian besar auditor di Inspektorat tersebut belum memiliki latar 
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belakang pendidikan akuntansi atau keahlian dalam audit laporan keuangan 

sektor publik. Hal ini menjadi kendala serius karena auditor kurang 

menguasai pengetahuan teknis yang mendukung pelaksanaan audit yang 

efektif dan akurat. Selain itu, adanya keterbatasan dalam pelatihan yang 

relevan dan sertifikasi profesional membuat kompetensi auditor belum 

optimal untuk dapat memberikan penjaminan kualitas audit secara 

menyeluruh. Akibatnya, kualitas laporan hasil pengawasan masih diragukan 

dan ditemukan temuan yang tidak terdeteksi oleh auditor internal, namun 

ditemukan oleh pengawas eksternal seperti BPK (Badan Pemeriksa 

Keuangan). 

Selain itu, permasalahan kompetensi juga diperparah oleh kurangnya 

dukungan pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan di 

Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai. Ketidakseimbangan antara jumlah 

auditor yang ada dan banyaknya objek pengawasan menimbulkan beban 

kerja yang tinggi bagi auditor, sehingga menurunkan fokus dan kualitas 

audit yang dilakukan. Kurangnya peningkatan kualitas melalui pelatihan 

teknis dan pengembangan profesional menyebabkan auditor belum 

sepenuhnya mampu melaksanakan tugas pengawasan dengan maksimal, 

yang berdampak pada rendahnya efektivitas pengawasan dan penanganan 

temuan audit. Oleh sebab itu, perbaikan masalah kompetensi menjadi 

kebutuhan utama untuk meningkatkan fungsional tugas Inspektorat agar 

hasil audit dapat dipercaya dan berdampak positif pada tata kelola keuangan 

daerah. 
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Menurut Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI), 

kompetensi auditor mencakup beberapa dimensi yang saling terkait. Dimensi 

pertama adalah pengetahuan dan keterampilan teknis dimana auditor harus 

memiliki pengetahuan yang memadai tentang prinsip-prinsip akuntansi, 

auditing, hukum, dan regulasi yang berlaku. Selain itu, auditor juga harus 

menguasai teknologi informasi dan teknik analisis data yang semakin 

berkembang dalam era digitalisasi saat ini. Penguasaan teknologi menjadi 

sangat penting mengingat semakin kompleksnya sistem informasi yang 

digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah (Dwiyanto & Rufaedah, 

2020). 

Dimensi kedua adalah pengalaman profesional yang sangat penting 

untuk mengembangkan judgment profesional. Auditor yang berpengalaman 

lebih mampu mengidentifikasi risiko dan merancang prosedur audit yang 

tepat. Pengalaman ini tidak hanya diperoleh melalui lamanya bekerja, tetapi 

juga melalui keragaman objek pemeriksaan yang pernah ditangani. Di 

Kabupaten Serdang Bedagai dengan berbagai jenis objek pemeriksaan mulai 

dari desa hingga rumah sakit, pengalaman yang beragam menjadi sangat 

berharga (Dwiyanto & Rufaedah, 2020). 

Dimensi ketiga adalah integritas dan objektivitas dimana auditor harus 

memiliki integritas tinggi dan mampu bersikap objektif dalam melaksanakan 

tugas audit. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas dan independensi 

audit. Integritas auditor menjadi fondasi kepercayaan publik terhadap hasil 

audit yang dilakukan. Tanpa integritas yang tinggi, hasil audit tidak akan 
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memiliki nilai dan kredibilitas yang diperlukan untuk mendorong perbaikan 

tata kelola pemerintahan(Dwiyanto & Rufaedah, 2020). 

Dimensi keempat adalah keterampilan komunikasi dimana auditor 

harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan auditee dan 

menyampaikan hasil audit dengan jelas dan konstruktif. Keterampilan 

komunikasi yang baik akan membantu auditor dalam memperoleh informasi 

yang dibutuhkan selama proses audit dan juga dalam menyampaikan temuan 

audit secara diplomatis namun tegas (Dwiyanto & Rufaedah, 2020). 

Pengembangan kompetensi auditor dapat dilakukan melalui berbagai 

cara. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan auditor sesuai dengan perkembangan regulasi 

dan metodologi audit. Mengingat regulasi di sektor publik yang terus 

berubah, auditor harus selalu mengupdate pengetahuannya. Sertifikasi profesi 

auditor seperti Certified Internal Auditor (CIA) atau Qualified Internal 

Auditor (QIA) dapat meningkatkan kredibilitas dan kompetensi auditor. 

Sertifikasi ini memberikan standar kompetensi yang terukur dan diakui secara 

nasional maupun internasional. 

Program mentoring dari auditor senior kepada auditor junior juga dapat 

membantu transfer pengetahuan dan pengalaman praktis. Hal ini sangat 

penting mengingat banyaknya pengetahuan tacit yang tidak dapat diperoleh 

hanya melalui pendidikan formal. Mentoring memungkinkan auditor junior 

untuk belajar dari pengalaman praktis auditor senior dalam menghadapi 

berbagai situasi audit yang kompleks (Amran & Selvia, 2019). 
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Penelitian yang dilakukan oleh (Dwiyanto & Rufaedah, 2020) 

menunjukkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap 

kualitas audit. Auditor yang kompeten akan mampu menghasilkan laporan 

audit yang lebih berkualitas dan memberikan rekomendasi yang lebih tepat 

sasaran. Hal ini sangat relevan dengan kondisi di Kabupaten Serdang Bedagai 

dimana dengan keterbatasan jumlah auditor, kompetensi menjadi faktor 

kompensasi yang sangat penting untuk memastikan kualitas audit tetap 

terjaga. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi maka peneliti tertarik untuk 

mengangkat judul "Analisis Kebutuhan Auditor dan Kompetensi pada 

Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai".  

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat 

diidentifikasi beberapa masalah yang terjadi pada Inspektorat Kabupaten 

Serdang Bedagai, antara lain : 

1. Terdapat ketidakseimbangan yang signifikan antara jumlah objek 

pemeriksaan yang harus diaudit dengan jumlah auditor yang tersedia di 

Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan 1.394 total kegiatan 

audit yang harus dilakukan, sementara auditor yang tersedia hanya 29 

orang, menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat besar. 

2. Belum diketahui secara pasti tingkat kompetensi auditor yang ada di 

Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, padahal kompetensi 
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merupakan faktor krusial dalam menentukan kualitas audit yang 

dihasilkan. 

1.3 Batasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan yang teridentifikasi dan 

keterbatasan waktu serta sumber daya penelitian, maka penelitian ini dibatasi 

pada : 

1. Penelitian difokuskan pada analisis kebutuhan auditor di Inspektorat 

Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan beban kerja yang dihitung 

menggunakan pedoman BPKP Nomor 971/K/SU/2005. 

2. Analisis kompetensi auditor dibatasi pada empat dimensi utama yaitu: 

pengetahuan dan keterampilan teknis, pengalaman profesional, 

integritas dan objektivitas, serta keterampilan komunikasi. 

1.4 Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah 

ditetapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengapa terjadi kekurangan jumlah auditor pada Inspektorat 

Kabupaten Serdang Bedagai? 

2. Bagaimana mengatasi kekurangan jumlah auditor? 

3. Mengapa auditor belum berkompeten? 

4. Bagaimana mengatasi auditor belum berkompeten? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya kekurangan 

jumlah auditor pada inspektorat sergai 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis cara mengatasi kekurangan 

jumlah auditor 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab auditor belum 

berkompeten 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis cara mengatasi auditor belum 

berkompeten. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan yang 

berkaitan dengan digitalisasi perbankan, khususnya bagi nasabah 

pengguna layanan digital berupa ATM, Internet Banking, dan Mobile 

Banking di bank syariah. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut : 

a. Bagi penulis, bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu 

pengetahuan tentang analisis kebutuhan auditor dan kompetensi 

pada Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai. 

 

b. Bagi Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, bermanfaat untuk 
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memberikan wawasan tentang kebutuhan auditor dan kompetensi 

pada Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga dapat 

membantu Inspektorat dalam merancang program kebutuhan 

auditor dan kompetensi yang lebih efektif untuk meningkatkan 

kapasitas auditornya. 

c. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi penelitian yang relevan 

tentang analisis kebutuhan auditor dan kompetensi pada 

Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1 Kebutuhan Auditor 

a. Pengertian Audit 

Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi aktual atau 

bukti-bukti yang signifikan melalui interaksi (pemeriksaan, 

pengukuran dan penilaian serta penarikan kesimpulan) secara 

sistematis, obyektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada 

asas nilai manfaat (Lubis et al., 2024). Audit juga merupakan 

suatu proses sistematik dalam pengumpulan dan penilaian secara 

objektif atas bukti-bukti yang berkenaan dengan pernyataan 

tentang tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa untuk 

menentukan tingkat kesesuaian antara suatu pernyataan-

pernyataan dengan kriteria-kriteria standar, serta 

mengomunikasikan hasil-hasilnya kepada pihak-pihak pengguna 

yang berkepentingan (Pikirang et al., 2017). Audit hakikatnya 

merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan 

bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas 

ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen 

untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi 

dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan (Januri & Alpi, 

2024).
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Audit dapat dibagi dua berdasarkan siapa pelakunya, yaitu 

audit internal dan audit eksternal. Audit internal adalah audit yang 

dilaksanakan di dalam suatu organisasinya sendiri, dalam hal ini 

unit bironya ada dalam struktur organisasinya dan yang melakukan 

audit adalah auditor internal yang juga karyawan sendiri . Auditor 

internal tidak memiliki tanggung jawab hukum kepada publik atas 

apa yang dilakukannya dan dilaporkannya sebagai temuan. Hasil 

kerja auditor internal bukan untuk masyarakat umum, melainkan 

untuk kepentingan internal organisasi sendiri. Sedangkan audit 

eksternal adalah audit yang dilaksanakan oleh auditor eksternal 

dari pihak eksternal atau dari institusi independen. Audit 

dilaksanakan berdasarkan asas-asas formal/standar kriteria tertentu 

yang digunakan sebagai acuan untuk menilai. Hasil penilaian 

dikeluarkan oleh institusi independen tersebut berdasarkan data 

dan informasi yang diperoleh dari proses audit. Pernyataan auditor 

eksternal itu adalah kesimpulan yang dijadikan dasar bagi institusi 

maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. Contoh lembaga 

audit eksternal adalah akuntan publik. Audit eksternal juga bisa 

dilakukan oleh konsultan yang diminta Dewan Audit untuk 

melakukan audit sesuai lingkup permasalahan tertentu (Leke et al., 

2022).  

Audit hakikatnya merupakan bagian dari fungsi 

pengendalian, yang tujuannya adalah untuk melakukan kajian atas 
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kelengkapan dan ketaatan asas. Audit juga merupakan proses 

sistematik dalam pengumpulan dan penilaian secara objektif atas 

bukti-bukti yang berkenaan dengan pernyataan tentang tindakan-

tindakan dan peristiwa-peristiwa untuk menentukan tingkat 

kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria-kriteria 

standar, serta dapat mengomunikasikan hasil-hasilnya kepada 

pihak-pihak pengguna yang berkepentingan (Rialdy et al., 2023). 

Audit dapat dibagi dua berdasarkan siapa pelakunya, yaitu audit 

internal dan audit eksternal. Audit internal adalah audit yang 

dilaksanakan di dalam suatu organisasi dalam hal ini Badan 

Pengawasan Internal oleh auditor internal yang juga karyawan 

sendiri. Auditor internal tidak memiliki tanggung jawab hukum 

kepada publik atas apa yang dilakukannya dan dilaporkannya 

sebagai temuan (Aisyah, 2023). 

Hasil kerja auditor internal bukan untuk masyarakat umum, 

melainkan untuk kepentingan internal organisasi sendiri. Audit 

eksternal adalah audit yang dilaksanakan oleh auditor eksternal 

dari pihak eksternal atau dari institusi independen. Audit 

dilaksanakan berdasarkan asas-asas formal/ standar kriteria 

tertentu yang digunakan sebagai acuan untuk menilai. Hasil 

penilaian dikeluarkan oleh institusi independen tersebut 

berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari proses audit. 

Pernyataan auditor eksternal itu adalah kesimpulan yang dijadikan 
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dasar bagi institusi maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. 

Contoh lembaga audit eksternal adalah akuntan publik, dalam 

sistem pemerintahan ada BPK dan BPKP (Alpi & Ramadhan, 

2018). Audit eksternal juga bisa dilakukan oleh konsultan yang 

diminta Dewan Audit untuk melakukan audit sesuai lingkup 

permasalahan tertentu (Naibaho & Maksum, 2024). 

b. Manfaat dan Tujuan Audit 

Menurut (Erfiansyah & Rustandi, 2018), adapun manfaat audit 

sebagai berikut : 

1) Mengidentifikasi kontribusi-kontribusi departemen SDM bagi 

organisasi. 

2) Meningkatkan citra profesional departemen SDM.  

3) Mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih 

besar di antara anggota-anggota departemen SDM.  

4) Merangsang keseragaman berbagai kebijakan dan praktek 

SDM.  

5) Memastikan ketaatan yang tepat waktu terhadap ketentuan-

ketentuan ilegal.  

6) Mengurangi biaya-biaya sumber daya manusia melalui 

prosedur personalia yang efektif.  

7) Menciptakan peningkatan penerimaan terhadap perubahan-

perubahan yang dibutuhkan di dalam departemen SDM.  
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8) Mewajibkan suatu telaah yang cermat atas sistem informasi 

departemen.  

Dalam pelaksanaannya audit SDM ini hendaklah selalu 

memanfaatkan berbagai sumber data yang ada di antaranya:  

a. pemeriksaan fisik perusahaan;  

b. konfirmasi;  

c. dokumentasi;  

d. observasi;  

e. pertanyaan pada klien. 

Menurut (Srimindarti, 2006), tujuan audit adalah 

untuk meninjau dan mengevaluasi pengendalian internal 

yang melindungi sistem tersebut. Ketika melakukan audit, 

seorang auditor harus memastikan tujuan-tujuan ini 

terpenuhi:  

a. untuk membantu MSDM memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap tujuan-tujuan organisasi;  

b. untuk menciptakan nilai (value) sehingga organisasi 

bertanggung jawab secara sosial, etikal, dan kompetitif;  

c. untuk mendapatkan umpan balik (feedback) dari para 

karyawan dan manajer operasi dalam hal yang berkaitan 

dengan efektivitas MSDM;  
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d. untuk memperbaiki fungsi MSDM dengan menyediakan 

sarana untuk membuat keputusan ketika akan mengurangi 

dan menambah kegiatankegiatan SDM;  

e. menilai efektivitas SDM;  

f. mengenali aspek-aspek yang masih dapat di perbaiki;  

g. mempelajari aspek-aspek tersebut secara mendalam;  

i. mencari hal-hal yang berpotensi menimbulkan masalah 

serius di kemudian hari;  

j. mencari area yang dapat dilakukan perbaikan dan 

improvement;  

k. sebagai alat dokumentasi untuk merger, akuisisi maupun 

reorganisasi; 

l. untuk mencari tahu seberapa jauh pemenuhan sistem 

dengan standar, peraturan dan regulasi yang ada 

c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebutuhan Auditor  

Kebutuhan auditor dalam suatu organisasi dipengaruhi oleh 

berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi. 

Menurut (Junisa & Kuntadi, 2024), pemahaman terhadap faktor-

faktor ini penting untuk melakukan perencanaan sumber daya 

manusia audit yang efektif. 

1. Faktor Internal: 

a. Ukuran dan Kompleksitas Organisasi, yaitu semakin besar 

dan kompleks suatu organisasi, semakin tinggi kebutuhan 
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akan auditor internal. Hal ini karena lingkup audit yang 

harus dilakukan semakin luas dan beragam. 

b. Tingkat Risiko Organisasi, yaitu organisasi dengan tingkat 

risiko tinggi memerlukan intensitas audit yang lebih besar, 

sehingga kebutuhan auditor juga meningkat. 

c. Struktur Organisasi , yaitu organisasi dengan struktur yang 

tersebar secara geografis atau memiliki banyak unit kerja 

memerlukan lebih banyak auditor untuk dapat melakukan 

pengawasan yang efektif. 

d. Jenis dan Volume Transaksi, yaitu organisasi dengan 

volume transaksi yang besar dan jenis transaksi yang 

kompleks memerlukan auditor dengan keahlian khusus 

dan dalam jumlah yang memadai. 

2. Faktor Eksternal: 

a. Tuntutan Regulasi, yaitu perubahan dalam peraturan 

perundang-undangan dapat mempengaruhi lingkup audit 

yang harus dilakukan, sehingga berdampak pada 

kebutuhan auditor. 

b. Ekspektasi Stakeholder, yaitu tuntutan dari berbagai 

pemangku kepentingan terhadap akuntabilitas dan 

transparansi organisasi dapat meningkatkan kebutuhan 

akan layanan audit internal. 
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c. Perkembangan Teknologi, yaitu kemajuan teknologi audit 

dapat meningkatkan efisiensi auditor, sehingga berpotensi 

mengurangi kebutuhan jumlah auditor, namun 

meningkatkan kebutuhan akan auditor dengan kompetensi 

teknologi. 

d. Standar Profesi, yaitu perkembangan standar profesi audit 

internal dapat mempengaruhi metodologi audit yang 

digunakan dan berdampak pada kebutuhan sumber daya 

audit. 

d. Metode Perhitungan Kebutuhan Auditor  

Perhitungan kebutuhan auditor dapat dilakukan melalui 

berbagai metode yang disesuaikan dengan karakteristik organisasi 

dan lingkup audit yang akan dilakukan. Beberapa metode yang 

umum digunakan menurut (Vidyanti et al., 2024), antara lain: 

1. Metode Berbasis Beban Kerja (Workload-Based 

Method) 

Metode ini menghitung kebutuhan auditor 

berdasarkan estimasi waktu yang diperlukan untuk 

melaksanakan seluruh aktivitas audit dalam satu periode 

tertentu. Perhitungan meliputi waktu untuk perencanaan 

audit, pelaksanaan audit, pelaporan, dan tindak lanjut hasil 

audit. 
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Kebutuhan Auditor = Total Jam Audit yang Dibutuhkan / 

Jam Kerja Efektif per Auditor 

2. Metode Berbasis Risiko (Risk-Based Method) 

Metode ini menggunakan penilaian risiko sebagai 

dasar perhitungan kebutuhan auditor. Area dengan risiko 

tinggi akan memerlukan alokasi waktu audit yang lebih 

banyak dan auditor yang lebih berpengalaman. 

3. Metode Berbasis Objek Audit (Audit Object-Based 

Method) 

Perhitungan didasarkan pada jumlah objek audit 

yang harus diperiksa, seperti jumlah SKPD, program, 

kegiatan, atau unit kerja lainnya. 

4. Metode Benchmark 

Membandingkan dengan organisasi sejenis yang 

memiliki karakteristik serupa untuk menentukan rasio 

ideal auditor terhadap objek audit atau populasi yang 

diaudit. 

Dalam praktiknya, kombinasi dari berbagai metode tersebut 

sering digunakan untuk mendapatkan hasil perhitungan yang lebih 

akurat dan komprehensif. Penting juga untuk mempertimbangkan 

faktor-faktor kualitatif seperti kompleksitas audit, tingkat 

kompetensi auditor, dan ketersediaan teknologi audit. 

2.1.2 Kompetensi 
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a. Definisi Kompetensi 

 Menurut (Dwiyanto & Rufaedah, 2020), kompetensi adalah 

pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman dan 

pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk 

memberikan jasa dengan kemudahan dan tanpa gangguan pribadi, 

ekstern maupun organisasi, serta teori mengenai profesionalisme 

yang mendorong aktivitas kerja yang professional. Sedangkan 

menurut (Harahap & Pulungan, 2019), kompetensi auditor adalah 

penguasaan standar akuntansi dan auditing serta kemampuan 

untuk menjalankan tugas sesuai standar yang berlaku, yang 

menunjukkan tingkat pendidikan formal dan pengetahuan yang 

dimiliki auditor.  

b. Dimensi Kompetensi 

Menurut Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia 

(SAIPI), kompetensi auditor mencakup beberapa dimensi: 

1. Pengetahuan dan Keterampilan Teknis 

Auditor harus memiliki pengetahuan yang memadai 

tentang prinsip-prinsip akuntansi, auditing, hukum, dan 

regulasi yang berlaku. Selain itu, auditor juga harus 

menguasai teknologi informasi dan teknik analisis data. 

2. Pengalaman Profesional 

Pengalaman kerja dalam bidang audit sangat penting 

untuk mengembangkan judgment profesional. Auditor 
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yang berpengalaman lebih mampu mengidentifikasi risiko 

dan merancang prosedur audit yang tepat. 

3. Integritas dan Objektivitas 

Auditor harus memiliki integritas tinggi dan mampu 

bersikap objektif dalam melaksanakan tugas audit. Hal ini 

penting untuk menjaga kredibilitas dan independensi audit. 

4. Keterampilan Komunikasi 

Auditor harus mampu berkomunikasi secara efektif 

dengan auditee dan menyampaikan hasil audit dengan jelas 

dan konstruktif. 

c. Manfaat Kompetensi 

 Manfaat kompetensi menurut (Dwiyanto & Rufaedah, 

2020), adalah mendukung kinerja auditor agar dapat memberikan 

jasa yang berkualitas dan profesional, serta meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas audit. Manfaat 

dari kompetensi adalah memastikan bahwa jasa yang diberikan 

memenuhi tingkat profesionalisme tinggi dan meningkatkan 

kualitas audit, serta mendukung auditor dalam menjalankan tugas 

secara efektif dan efisien (Setyana et al., 2021). 

2.2  Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dimana 

perbedaan penelitian ini terlihat pada objek, tempat dan waktu penelitian 

dilakukan, penelitian terdahulu ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :  

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 
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No Nama Judul Metode Hasil Penelitian 

1 Julita Pikirang, 

Harijanto 

Sabijono, 

Heince R.N 

Wokas (Pikirang 

et al., 2017) 

Pengaruh Peran 

Auditor Internal 

Terhadap Pencegahan 

Kecurangan (Fraud) 

Pada Inspektorat Kota 

Makassar 

Kuantitatif Dapat disimpulkan 

bahwa Peran Auditor 

Internal berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap pencegahan 

fraud. Hal ini 

disebabkan karena 

auditor internal sangat 

memiliki peran yang 

besar di dalam 

perusahaan untuk 

mengendalikan dan 

mengevaluasi aktivitas 

kegiatan perusahaan 

terutama dalam 

pencegahan fraud 

2 Ceacilia 

Srimindarti 

(Srimindarti, 

2006) 

Opini audit dan 

pergantian auditor: 

kajian berdasarkan 

resiko, kemampuan 

perusahaan dan 

kinerja auditor 

Kualitatif Keputusan pergantian 

perusahaan dari satu 

auditor ke auditor yang 

lain menurut 

Keputusan Menteri 

Keuangan nomor: 

359/KMK.06/2003, 

disebabkan karena 

adanya regulasi, karena 

Menteri Keuangan 

Republik Indonesia 

telah mengeluarkan 

regulasi yang mengatur 

masa kerja Kantor 

Akuntan Publik di 

suatu perusahaan. 

Aturan tersebut 

menyebutkan bahwa 

masa kerja Kantor 

Akuntan Publik di 

suatu perusahaan 

paling lama lima tahun 

berturut-turut. 

3 Balqis Nagita 

Fillia, 

Zunaedi Hayyu 

Rachmannisa, 

Murdiyati Dewi 

(Zunaedi et al., 

2022)  

Fungsi internal audit 

dan manajemen risiko 

perusahaan: sebuah 

tinjauan literatur 

Kualitatif peran auditor internal 

dalam manajemen 

risiko sangat terkait 

dengan tahap 

pengembangan sistem 

manajemen risiko. 

Manajemen puncak 

harus menyadari fungsi 

dan tanggung jawab 

khusus mereka dalam 

manajemen risiko. 

Manajemen puncak 

harus memberikan 

sinyal yang tepat 

kepada tingkat 
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manajemen yang lebih 

rendah (pendekatan 

topdown) untuk 

meyakinkan mereka 

tentang tanggung jawab 

operasional mereka 

terkait misalnya 

pengembangan dan 

penerapan 

pengendalian internal. 

4 Aris Dwiyanto 

dan Yanti 

Rufaedah 

(Dwiyanto & 

Rufaedah, 2020) 

Pengaruh 

Kompetensi, 

Independensi, dan 

Profesionalisme 

Auditor Internal 

terhadap Kinerja 

Auditor Internal 

(Studi Kasus pada 

Inspektorat 

Pemerintah 

Kabupaten Bandung 

Barat) 

Kuantitatif Secara simultan dan 

parsial bahwa 

kompetensi, 

independensi dan 

profesionalisme auditor 

internal berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap kinerja auditor 

internal 

5 Hana Dili 

Setyana, 

Soedjono Rono, 

Fitri Nuraini 

(Setyana et al., 

2021) 

Pengalaman Kerja 

Auditor, Etika 

Auditor, Dan 

Kompetensi Auditor 

Terhadap Kualitas 

Audit Pada Kantor 

Akuntan Publik 

Kuantitatif Pengalaman auditor, 

dan kompetensi auditor 

secara simultan 

berpengaruh terhadap 

kualias audit. Secara 

parsial hanya etika 

auditor yang 

berpengaruh terhadap 

kualitas audit 

 

 

 

 

2.3  Kerangka Berpikir Konseptual 

Penelitian ini mengidentifikasi hubungan yang saling berkaitan 

antara kebutuhan auditor dan kompetensi auditor dalam konteks 

efektivitas pelaksanaan fungsi inspektorat daerah. Kebutuhan auditor 

yang mencakup aspek kuantitas (jumlah ideal auditor) dan kualitas 

(kualifikasi yang diperlukan) dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal 
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seperti regulasi pemerintah, standar audit SAIPI, kompleksitas organisasi 

pemerintah daerah, dan tuntutan akuntabilitas publik yang semakin 

meningkat. Sementara itu, kompetensi auditor yang meliputi dimensi 

teknis, manajerial, dan sosial kultural merupakan prasyarat utama untuk 

memenuhi kebutuhan auditor yang berkualitas. Kedua konsep ini tidak 

dapat dipisahkan karena kebutuhan auditor yang hanya berfokus pada 

aspek kuantitas tanpa mempertimbangkan kompetensi yang memadai 

tidak akan mampu menjamin efektivitas fungsi pengawasan internal 

pemerintah daerah. 

Hubungan antara kondisi existing dan standar ideal dalam penelitian 

ini menciptakan ruang analisis kesenjangan (gap analysis) yang menjadi 

inti dari penelitian kualitatif ini. Kondisi existing yang menggambarkan 

jumlah auditor saat ini, tingkat kompetensi yang dimiliki, dan beban kerja 

aktual akan dibandingkan dengan standar kebutuhan ideal yang 

didasarkan pada regulasi dan best practices dalam audit internal 

pemerintahan. Analisis kesenjangan ini tidak hanya mengidentifikasi 

kekurangan dari segi kuantitas auditor, tetapi juga mengungkap gap 

kompetensi yang perlu dipenuhi melalui program pengembangan SDM 

yang terstruktur. Hasil analisis ini selanjutnya menjadi dasar untuk 

merumuskan rekomendasi strategis yang komprehensif, meliputi 

kebijakan rekrutmen auditor, program peningkatan kompetensi, strategi 

pengembangan karir, dan roadmap implementasi yang dapat 
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meningkatkan kapasitas inspektorat dalam menjalankan fungsi 

pengawasan yang efektif dan akuntabel. 

 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Konseptual 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian 

yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, 

kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan 

dalam bentuk laporan penelitian (Irfan et al., 2024).  

Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih 

menekankan pada aspek proses suatu tindakan yang dilihat secara 

menyeluruh. Dalam penelitian ini adalah kebutuhan auditor pada kantor 

inspektorat Serdang Bedagai. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan 

(field research) yaitu bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan 

pandangan Perusahaan dalam penyediaan auditor di sebuah organisasi 

kepada penulis. 

3.2 Definisi Operasional 

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi 

titik perhatiaan dari suatu penelitian. Defenisi operasional yang dilakukan 

bertujuan untuk melihat sejauh mana variasi-variasi pada satu atau lebih 

faktor lain berdasarkan keeratan hubungan dan juga untuk mempermudah 

pemahaman dalam meneliti. Sesuai dengan judul penelitian yang dipilih 

penulis yaitu Analisis Kebutuhan Auditor dan Kompetensi pada Inspektorat 

Kabupaten Serdang Bedagai, adapun definisi operasional sebagai berikut : 
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a. Kebutuhan Auditor, yaitu  kebutuhan akan profesionalisme, 

integritas, kompetensi, dan kemampuan auditor dalam 

menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien untuk 

memastikan hasil audit yang berkualitas dan sesuai dengan standar 

yang berlaku (Katili et al., 2017). 

b. Kompetensi, yaitu pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan 

pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang 

anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan tanpa 

gangguan pribadi, ekstern maupun organisasi, serta teori 

mengenai profesionalisme yang mendorong aktivitas kerja yang 

professional (Dwiyanto & Rufaedah, 2020). 

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini maka penulis menetapkan Lokasi penelitian yaitu kantor 

Inspektorat Serdang Bedagai. Adapun waktu penelitian ini dimulai dari 

bulan Juni 2025 sampai dengan Oktober 2025. 

Tabel 3. 1 Pelaksanaan Waktu Penelitian 

 

Kegiatan Penelitian 

Juni 2025 Juli 2025 Agustus 
2025 

September 
2025 

Oktober 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Menemukan Masalah 
& referensi judul  

                    

Riset Awal dan 
Wawancara 

                    

Pengajuan Judul 
Penelitian 

                    

Mencari Referensi 
Artikel 
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Kegiatan Penelitian 

Juni 2025 Juli 2025 Agustus 
2025 

September 
2025 

Oktober 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Bimbingan Judul 

Penelitian dan 

Membuat Perencanaan 
Proposal 

                    

Persetujuan Judul 
Penelitian 

                    

Penyusunan BAB 1                     

Penyusunan BAB 2                     

Penyusunan BAB 3                     

ACC Seminar Proposal                     

Seminar Proposal                     

Revisi Proposal                     

Menyebarkan Kuesioner                     

Mengolah Data                     

Penyusunan BAB 4                     

Penyusunan BAB 5                     

Pendaftaran Sidang Meja 
Hijau 

                    

Sidang Meja Hijau                     

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data 

tanpa mengetahui teknik pengumpulan data tersebut. Maka peneliti tidak 

akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. 

Menurut (Irfan et al., 2024), menyebutkan bahwa “pengumpulan 

data dilakukan pada kondisi yang alamiah, Sumber data primer, dan lebih 

banyak pada observasi berperan serta wawancara mendalam dan 

dokumentasi”. Jenis pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis pengumpulan data ini 

diharapkan dapat saling melengkapi sehingga informasi yang diperlukan 

sesuai dengan penelitian. 
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Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik, field 

research adalah penelitian lapangan yang bertujuan langsung melakukan 

kontak dengan objek penelitian dan mencari informasi langsung melalui 

objek penelitian. Beberapa teknik field research antara lain : 

a. Pengamatan Langsung (Observasi) 

Pengamatan langsung (observasi), yaitu teknik pengumpulan 

data secara langsung ke perusahaan untuk memperoleh gambaran 

objek yang diteliti. 

b. Wawancara 

Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada 

auditor Inspektorat Serdang Bedagai mengenai kebutuhan auditor 

dan kompetensi.  

c. Studi Dokumentasi 

Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan mengumpulkan data-data berkaitan dengan 

auditor yang diperoleh langsung dari inspektorat, hal ini berupa 

struktur organisasi, kebutuhan auditor, dan kompetensi. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis deskriptif. Menurut (Irfan et al., 2024), teknik analisis 

deskriptif adalah metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai 

keadaan yang sebenarnya, mengelola, menganalisis, menginterpretasikan 

data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas 
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mengenai keadaan yang diteliti serta informasi dalam mengambil 

keputusan. Metode deskriptif adalah metode analisis dengan 

mengumpulkan data terlebih dahulu yang kemudian diklarifikasi, dianalisis 

yang selanjutnya diinterpretasikan sehingga memberikan gambaran yang 

jelas mengenai keadaan yang diteliti. 

Adapun tahap dalam analisis data sebagai berikut: 

 

1. Melakukan observasi ke Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai untuk 

memperoleh gambaran umum tentang kondisi organisasi, struktur 

kelembagaan, dan aktivitas pengawasan yang sedang berjalan.  

2. Mengumpulkan data struktur organisasi, data kepegawaian auditor, 

standar operasional prosedur audit, beban kerja pengawasan, dan 

regulasi audit internal pemerintah daerah di Inspektorat Serdang 

Bedagai.  

3. Melakukan wawancara mendalam dengan inspektur, auditor senior, 

auditor pelaksana, kepala SKPD, dan pejabat BKD sesuai dengan 

indikator variabel penelitian tentang kebutuhan dan kompetensi auditor.  

4. Mempelajari dan mengkaji data untuk mengidentifikasi kebutuhan ideal 

jumlah auditor, kompetensi existing, dan kesenjangan antara kebutuhan 

dengan kondisi yang ada saat ini.  

5. Melakukan interpretasi data dan hasil wawancara kemudian dianalisis 

menggunakan konsep manajemen SDM sektor publik, standar audit 

pemerintah, dan teori kompetensi auditor. 
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6. Menarik kesimpulan atas analisis yang telah dilakukan serta 

memberikan rekomendasi strategis berupa formulasi kebutuhan auditor 

optimal dan program pengembangan kompetensi untuk Inspektorat 

Serdang Bedagai
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1.1 Profil Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai 

Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai merupakan unsur 

pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Serdang Bedagai. Sebagai 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Kabupaten 

Serdang Bedagai memiliki tugas pokok melaksanakan pengawasan 

terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan 

pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah. 

Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai dipimpin oleh seorang 

Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 5 (lima) 

Inspektur Pembantu. Struktur organisasi Inspektorat terdiri dari Sekretariat 

yang membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan serta Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian. Selain itu terdapat 5 (lima) Inspektur Pembantu 

yang masing-masing membawahi wilayah pengawasan yang berbeda sesuai 

dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. 

Kabupaten Serdang Bedagai memiliki wilayah yang cukup luas 

dengan 17 kecamatan dan 609 desa/kelurahan. Selain itu terdapat 29 Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berupa Dinas, Kantor, dan Badan, sekitar 
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450 Sekolah SD dan SMP, 20 Puskesmas, serta 25 Badan Usaha Milik Desa 

(Bumdes) dan Bumdes Bersama yang kesemuanya merupakan objek 

pemeriksaan yang harus diawasi oleh Inspektorat. Kompleksitas dan 

luasnya objek pemeriksaan ini menuntut ketersediaan auditor yang 

memadai baik dari segi jumlah maupun kompetensi. 

4.1.1.2 Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai 

Visi: "Terwujudnya Inspektorat sebagai pengawas internal yang 

profesional, kompeten, dan berintegritas dalam mendukung tata kelola 

pemerintahan yang baik di Kabupaten Serdang Bedagai". 

Misi: 

1. Melaksanakan pengawasan yang komprehensif dan berkesinambungan 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi auditor internal melalui 

pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. 

3. Mengembangkan sistem pengawasan yang berbasis risiko dan 

teknologi informasi. 

4. Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan aparat pengawas lainnya. 

5. Memberikan jaminan kualitas (quality assurance) dan konsultansi 

untuk perbaikan tata kelola organisasi. 

 

4.1.1.3 Struktur Organisasi 
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Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai 

a. Inspektur 

 

Tugas Pokok: 

Memimpin pelaksanaan tugas Inspektorat dalam menyelenggarakan 

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, 

pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan 

pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya. 

Fungsi: 

1. Perencanaan program pengawasan 

2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan 

3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan 

4. Pelaksanaan administrasi Inspektorat 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati 
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b. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV 

Tugas Pokok: 

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di 

wilayah kerja yang ditetapkan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan 

desa, dan urusan pemerintahan lainnya sesuai dengan wilayah pembagian 

kerja. 

Uraian Tugas: 

1. Menyusun program kerja pengawasan wilayah 

2. Melaksanakan pengawasan rutin dan insidental 

3. Melakukan pemeriksaan administrasi dan keuangan 

4. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja aparatur 

5. Membuat laporan hasil pengawasan wilayah 

6. Memberikan saran dan rekomendasi perbaikan 

c. Inspektur Pembantu Khusus 

Tugas Pokok: 

Melaksanakan pengawasan khusus, pengawasan dengan tujuan tertentu, dan 

penanganan pengaduan masyarakat. 

Uraian Tugas: 

1. Melaksanakan pengawasan khusus atas penugasan Inspektur 

2. Melakukan investigasi dan pengusutan 

3. Menangani pengaduan dan whistleblowing 

4. Melakukan audit investigatif 

5. Menyusun laporan pengawasan khusus 
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d. Kepala Subbagian Administrasi & Umum 

 

Tugas Pokok: 

Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program, pengelolaan 

administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan 

hubungan masyarakat. 

Uraian Tugas: 

1. Mengelola administrasi kepegawaian Inspektorat 

2. Mengelola administrasi keuangan dan anggaran 

3. Mengelola perlengkapan dan inventaris kantor 

4. Melaksanakan tata usaha dan kearsipan 

5. Menyelenggarakan hubungan masyarakat 

6. Menyusun laporan pelaksanaan tugas 

e. Auditor Madya 

 

Tugas Pokok: 

Melaksanakan audit/reviu atas laporan keuangan, audit kinerja, audit 

dengan tujuan tertentu, dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai dengan 

kompetensi yang dimiliki pada tingkat madya. 

Uraian Tugas: 

1. Merencanakan dan melaksanakan audit tingkat madya 

2. Melakukan supervisi terhadap auditor muda dan pertama 

3. Menyusun program kerja pemeriksaan (PKP) 

4. Melakukan quality assurance audit 

5. Menyusun dan menyajikan laporan hasil audit 



44 

 

 
 

f. Auditor Muda 

 

Tugas Pokok: 

Melaksanakan audit/reviu atas laporan keuangan, audit kinerja, audit 

dengan tujuan tertentu, dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai dengan 

kompetensi tingkat muda. 

Uraian Tugas: 

1. Melaksanakan prosedur audit sesuai program kerja 

2. Membuat kertas kerja audit (KKA) 

3. Melakukan pengumpulan dan analisis bukti audit 

4. Membuat draft temuan audit 

5. Membantu penyusunan laporan hasil audit 

g. Auditor Pertama 

 

Tugas Pokok: 

Membantu pelaksanaan audit/reviu dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai 

dengan kompetensi tingkat pertama. 

Uraian Tugas: 

1. Membantu pelaksanaan prosedur audit 

2. Melakukan pengumpulan data dan dokumen audit 

3. Membantu pembuatan kertas kerja audit 

4. Melakukan konfirmasi dan klarifikasi data 

5. Membantu dokumentasi hasil audit 

 

h. Pranata Komputer 
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Tugas Pokok: 

Melaksanakan kegiatan pengelolaan sistem informasi, maintenance 

perangkat komputer, dan dukungan teknologi informasi. 

Uraian Tugas: 

1. Mengelola sistem informasi dan database 

2. Melakukan maintenance perangkat komputer dan jaringan 

3. Memberikan dukungan teknis IT 

4. Mengelola website dan media digital 

5. Membuat backup data dan sistem keamanan IT 

i. PPUPD (Pejabat Pengelola Urusan Pemerintahan Daerah) 

 

Tugas Pokok: 

Melaksanakan kegiatan teknis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan 

fungsi Inspektorat. 

Uraian Tugas: 

1. Membantu pelaksanaan kegiatan pengawasan 

2. Melakukan penelaahan dokumen dan laporan 

3. Membantu penyusunan program kerja 

4. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain 

5. Menyusun laporan kegiatan teknis 

 

 

 

j. Tenaga Kontrak 
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Tugas Pokok: 

Membantu pelaksanaan kegiatan administrasi dan teknis sesuai dengan 

bidang keahlian dan penugasan yang diberikan. 

Uraian Tugas: 

1. Membantu kegiatan administrasi perkantoran 

2. Melakukan entry data dan dokumentasi 

3. Membantu pelaksanaan kegiatan teknis terampil 

4. Memberikan dukungan operasional 

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan 

4.2 Analisis Data 

4.2.1 Analisis Kebutuhan Kuantitas Auditor 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Inspektorat Kabupaten Serdang 

Bedagai dan perhitungan beban kerja audit, terdapat kesenjangan yang 

signifikan antara kebutuhan ideal dengan kondisi eksisting jumlah auditor. 

Perhitungan kebutuhan auditor menggunakan referensi Keputusan Kepala BPKP 

Nomor 971/K/SU/2005 menunjukkan hasil sebagai berikut: 

Total Beban Kerja: 

1. Jumlah kegiatan audit: 1.394 

2. Rata-rata hari per tim: 60 HP 

3. Total beban kerja audit: 83.640 HP 

4. Beban kerja pengawasan lainnya (30%): 25.092 HP 

5. Total beban kerja: 108.732 HP 
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Berdasarkan klasifikasi beban kerja untuk unit APIP dengan sistem 5 hari 

kerja, Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai termasuk dalam kelompok A1 

yang memerlukan: 

1. 4 Auditor Madya 

2. 12 Auditor Muda 

3. 36 Auditor Pertama/Terampil 

4. Total kebutuhan ideal: 52 auditor 

Kondisi Eksisting: 

1. Auditor Madya: 5 orang (kelebihan 1) 

2. Auditor Muda: 12 orang (sesuai kebutuhan) 

3. Auditor Pertama/Terampil: 5 orang (kekurangan 31) 

4. JFU P2UPD: 7 orang 

5. Total auditor tersedia: 29 orang 

Gap Analisis: Terdapat kekurangan sebesar 31 auditor (59,6%) dari 

kebutuhan ideal, terutama pada jenjang Auditor Pertama/Terampil. Kondisi ini 

mencerminkan fenomena yang umum terjadi di banyak APIP daerah, dimana 

terjadi ketimpangan dalam struktur SDM audit. Kekurangan yang signifikan ini 

tidak hanya berdampak pada kuantitas pelaksanaan audit, tetapi juga 

menimbulkan implikasi strategis yang lebih luas. 

4.2.2 Analisis Kompetensi 

Analisis kompetensi auditor di Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai 

dilakukan berdasarkan kerangka International Professional Practices Framework 

(IPPF) dari Institute of Internal Auditors (IIA) yang diadaptasi dengan konteks 
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pemerintahan Indonesia. Kompetensi auditor dapat dikategorikan dalam empat 

dimensi utama yang saling berkaitan dan mendukung efektivitas pelaksanaan 

fungsi audit internal, mencakup technical competency, pengalaman profesional, 

behavioral competency, dan keterampilan komunikasi yang terintegrasi dalam 

sebuah framework pengembangan SDM yang komprehensif. 

Dari sisi pengetahuan dan keterampilan teknis, auditor telah menunjukkan 

pemahaman yang memadai terhadap standar audit internal dasar dan mampu 

melaksanakan prosedur audit konvensional dengan baik. Kemampuan dalam 

menyusun program audit standar dan dokumentasi working paper telah sesuai 

dengan framework yang ditetapkan organisasi. Namun, ketika dihadapkan pada 

tuntutan audit modern, teridentifikasi gap yang mengkhawatirkan terutama 

dalam penerapan risk-based auditing approach. Auditor masih sangat 

bergantung pada pendekatan compliance audit tradisional yang bersifat 

checklist-oriented tanpa melakukan risk assessment yang memadai, 

mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak efisien dan potensi oversight 

terhadap area berisiko tinggi. 

Kebutuhan paling mendesak adalah pengembangan kemampuan advanced 

risk assessment, data analytics skills untuk pattern recognition dan anomaly 

detection, serta specialized audit techniques khususnya dalam fraud detection 

dan audit investigasi. Era digitalisasi pemerintahan juga menuntut auditor 

menguasai tools modern seperti IDEA, ACL, dan teknik forensic audit 

procedures yang memungkinkan pengumpulan evidence yang legally admissible 

untuk keperluan tindak lanjut hukum. 
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Profil pengalaman profesional auditor mencerminkan kondisi umum APIP 

daerah dimana mayoritas memiliki track record memadai dalam audit rutin 

namun exposure terbatas terhadap situasi kompleks dan menantang. Dominasi 

audit kepatuhan dengan scope standar menyebabkan keterbatasan dalam 

pengembangan professional judgment yang kritis untuk pengambilan keputusan 

dalam situasi ambiguous. Kemampuan materiality assessment masih 

menunjukkan variasi signifikan antar auditor, mengakibatkan inconsistency 

dalam penetapan scope audit dan evaluasi temuan. 

Kelemahan paling mencolok terlihat dalam evidence evaluation, dimana 

auditor mengalami kesulitan mengevaluasi kualitas dan kecukupan bukti audit, 

terutama bukti yang bersifat indirect atau memerlukan corroboration dari 

multiple sources. Risk-based decision making juga masih menggunakan 

pendekatan one-size-fits-all tanpa mempertimbangkan diferensiasi tingkat risiko 

antar area audit. Untuk mengatasi keterbatasan ini diperlukan program rotasi 

penugasan sistematis dan mentoring program yang efektif. 

Auditor telah mendemonstrasikan commitment konsisten terhadap prinsip 

integritas dasar, tercermin dari kejujuran dalam pelaporan temuan dan 

konsistensi menjalankan prosedur audit sesuai standar. Professional skepticism 

juga berada pada level memadai dengan verifikasi yang proper terhadap 

explanation auditee. Namun, kompleksitas lingkungan politik pemerintahan 

daerah menghadirkan tantangan unik yang dapat mengancam objektivitas 

auditor. 
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Tekanan politik dari berbagai stakeholder internal dan eksternal seringkali 

menempatkan auditor dalam posisi dilematis antara mempertahankan 

objektivitas profesional dengan dynamic pressure yang dihadapi. Isu conflict of 

interest juga menjadi tantangan mengingat struktur pemerintahan daerah yang 

seringkali mengharuskan auditor memeriksa unit kerja atau pejabat yang 

memiliki hubungan personal atau professional. Sistem identifikasi dan 

pengelolaan conflict of interest masih memerlukan formalisasi lebih 

komprehensif, termasuk pengembangan protokol yang jelas dan sistem 

whistleblower protection yang efektif. 

Keterampilan komunikasi merupakan critical success factor yang 

menentukan apakah temuan dan rekomendasi audit dapat dipahami, diterima, 

dan ditindaklanjuti dengan baik oleh stakeholder yang beragam. Analisis 

menunjukkan profil mixed dengan improvement area yang signifikan. Dalam 

written communication, kemampuan menyusun laporan audit yang clear, 

concise, dan actionable masih menunjukkan inconsistency mengkhawatirkan. 

Audit report seringkali terlalu technical dan laden with jargon yang tidak 

accessible bagi audience non-technical, mengurangi effectiveness penyampaian 

key messages dan recommended actions. 

Oral communication menghadapi tantangan lebih kompleks dimana 

auditor kesulitan articulating complex findings dalam bahasa yang accessible 

dan convincing bagi audience beragam. Kemampuan presentasi yang terbatas 

berdampak pada reduced impact dari audit results presentation. Stakeholder 

management juga memerlukan fokus pengembangan khusus mengingat success 
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rate implementasi rekomendasi sangat bergantung pada kemampuan building 

rapport professional namun collaborative. Era digital transformation menambah 

tuntutan penguasaan modern communication tools dan ability conduct virtual 

audit serta remote communication yang effective, yang masih menjadi challenge 

bagi mayoritas auditor. 

4.3 Pembahasan 

4.4.1 Penyebab Kekurangan Jumlah Auditor pada Inspektorat Serdang 

Bedagai 

Berdasarkan analisis data dan wawancara mendalam yang dilakukan, 

dapat diidentifikasi beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya 

kekurangan auditor di Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai: 

4.4.1.1 Faktor Struktural dan Kebijakan 

a. Keterbatasan Formasi Jabatan Fungsional Auditor 

Salah satu penyebab utama kekurangan auditor adalah 

keterbatasan formasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) yang 

ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). 

Berdasarkan data yang diperoleh, formasi JFA yang dialokasikan untuk 

Kabupaten Serdang Bedagai belum sesuai dengan kebutuhan riil di 

lapangan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian (Katili et al., 2017) 

yang menyatakan bahwa keterbatasan formasi menjadi kendala utama 

dalam pemenuhan kebutuhan auditor di daerah. 
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Proses penetapan formasi yang bersifat top-down dan tidak 

mempertimbangkan karakteristik spesifik daerah menyebabkan alokasi 

yang tidak optimal. Kabupaten Serdang Bedagai dengan 17 kecamatan, 

609 desa, dan 29 SKPD memiliki kompleksitas yang tinggi namun tidak 

tercermin dalam alokasi formasi yang diberikan. Kondisi ini diperparah 

dengan adanya moratorium penerimaan CPNS pada periode tertentu 

yang semakin memperlambat proses pengisian formasi auditor. 

b. Persyaratan Kualifikasi yang Ketat 

Persyaratan untuk menjadi auditor pemerintah yang relatif ketat 

juga menjadi salah satu faktor pembatas. Persyaratan pendidikan 

minimal S1 bidang akuntansi, ekonomi, atau bidang terkait, ditambah 

dengan keharusran lulus ujian kompetensi JFA, membuat pool calon 

auditor menjadi terbatas. Hal ini didukung oleh temuan (Dwiyanto & 

Rufaedah, 2020) yang menunjukkan bahwa kompetensi auditor 

berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Data menunjukkan bahwa 

tidak semua lulusan yang memenuhi kualifikasi pendidikan mampu 

lulus ujian kompetensi JFA yang memiliki tingkat kesulitan cukup 

tinggi. 

Selain itu, persyaratan pengalaman kerja minimal dan sertifikasi 

profesi menjadi barrier tersendiri bagi calon auditor. Hal ini 

menciptakan paradoks dimana untuk menjadi auditor diperlukan 

pengalaman, namun untuk mendapatkan pengalaman diperlukan 
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kesempatan menjadi auditor. Kondisi ini menyebabkan supply auditor 

yang qualified menjadi terbatas. 

4.4.1.2 Faktor Organisasional 

a. Keterbatasan Anggaran untuk Pengembangan SDM 

Anggaran yang terbatas untuk pengembangan sumber daya 

manusia menjadi kendala dalam upaya peningkatan jumlah dan kualitas 

auditor. Menurut (Setyana et al., 2021), pengembangan kompetensi 

auditor memerlukan investasi yang berkelanjutan dalam bentuk 

pendidikan dan pelatihan. Proses sertifikasi auditor memerlukan biaya 

yang tidak sedikit, mulai dari biaya pendidikan dan pelatihan pra-

sertifikasi, biaya ujian sertifikasi, hingga biaya maintaining sertifikat 

melalui continuing professional education (CPE). Keterbatasan 

anggaran menyebabkan tidak semua pegawai yang berpotensi dapat 

mengikuti program sertifikasi. 

Selain itu, keterbatasan anggaran juga berdampak pada 

program pelatihan berkelanjutan yang seharusnya menjadi bagian 

integral dari pengembangan kompetensi auditor. Tanpa investasi yang 

memadai dalam pengembangan SDM, organisasi akan kesulitan 

menarik dan mempertahankan auditor yang berkualitas. 

 

 

b. Sistem Remunerasi yang Kurang Kompetitif 



54 

 

 
 

Sistem remunerasi untuk auditor pemerintah yang kurang 

kompetitif dibandingkan dengan sektor swasta menjadi faktor yang 

mempengaruhi daya tarik profesi auditor pemerintah. (Pikirang et al., 

2017) menyatakan bahwa faktor motivasi termasuk kompensasi 

berpengaruh terhadap kinerja auditor. Meskipun telah ada tunjangan 

kinerja dan tunjangan fungsional, namun secara keseluruhan paket 

remunerasi auditor pemerintah masih kalah kompetitif dibandingkan 

dengan auditor di KAP atau perusahaan swasta. 

Kondisi ini menyebabkan brain drain dimana auditor-auditor 

berpengalaman dan berkompeten memilih pindah ke sektor swasta yang 

menawarkan kompensasi yang lebih menarik. Akibatnya, Inspektorat 

kesulitan mempertahankan auditor senior yang seharusnya menjadi 

mentor bagi auditor junior. 

4.4.1.3 Faktor Eksternal 

a. Tingginya Permintaan Auditor di Pasar Kerja 

Meningkatnya awareness terhadap pentingnya good 

governance dan internal control menyebabkan permintaan akan auditor 

internal di berbagai sektor meningkat signifikan. Tidak hanya di sektor 

pemerintah, sektor swasta juga semakin menyadari pentingnya fungsi 

audit internal yang efektif. Kondisi ini menciptakan kompetisi yang 

ketat dalam merebut talent auditor yang berkualitas. 

Sektor swasta dengan tawaran remunerasi dan jenjang karir 

yang lebih menarik seringkali menjadi pilihan utama bagi lulusan fresh 
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graduate maupun auditor berpengalaman. Hal ini menyebabkan supply 

auditor untuk sektor pemerintah menjadi semakin terbatas. 

b. Regulasi yang Kompleks dan Dinamis 

Perubahan regulasi yang cepat dan kompleks di sektor 

pemerintahan menuntut auditor untuk terus mengupdate pengetahuan 

dan keterampilannya. Hal ini menciptakan entry barrier yang tinggi 

bagi calon auditor dan juga meningkatkan beban kerja auditor existing 

untuk terus belajar dan beradaptasi. Kompleksitas regulasi ini juga 

menyebabkan kebutuhan akan auditor dengan spesialisasi tertentu 

semakin meningkat. 

4.4.2 Strategi Mengatasi Kekurangan Jumlah Auditor 

Berdasarkan analisis terhadap akar masalah kekurangan auditor, dapat 

dirumuskan beberapa strategi komprehensif untuk mengatasi permasalahan 

tersebut: 

4.4.2.1 Strategi Jangka Pendek (1-2 tahun) 

a. Optimalisasi Sumber Daya Existing 

Menurut teori manajemen sumber daya manusia yang dikemukakan 

oleh (Katili et al., 2017), optimalisasi sumber daya yang ada menjadi 

prioritas utama dalam kondisi keterbatasan. Hal ini dapat dilakukan 

melalui: 

1. Redistribusi Beban Kerja: Melakukan pemetaan ulang beban kerja 

audit dan redistribusi yang lebih efisien berdasarkan tingkat risiko dan 

kompleksitas objek audit. Objek audit dengan risiko rendah dapat 
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dialokasikan kepada auditor junior dengan supervisi yang memadai, 

sementara audit yang kompleks ditangani oleh auditor senior. Sesuai 

dengan penelitian (Zunaedi et al., 2022), manajemen risiko yang 

efektif dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya audit. 

2. Pemanfaatan Teknologi Audit: Implementasi Computer Assisted 

Audit Tools (CAATs) dan data analytics untuk meningkatkan 

efisiensi audit. Penelitian (Srimindarti, 2006) menunjukkan bahwa 

penggunaan teknologi dapat mengurangi waktu audit dan 

meningkatkan kualitas. Penggunaan teknologi dapat mengurangi 

waktu yang diperlukan untuk prosedur audit rutin dan memungkinkan 

auditor fokus pada area yang memerlukan professional judgment. 

3. Kerjasama dengan Instansi Lain: Membangun kerjasama dengan 

inspektorat daerah lain atau APIP lainnya untuk sharing resources 

dalam proyek audit tertentu, khususnya audit yang memerlukan 

keahlian khusus. 

 

 

 

b. Program Conversion Pegawai 

Mengidentifikasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Serdang Bedagai yang memiliki latar belakang pendidikan yang relevan 

dan potensi untuk dikonversi menjadi auditor. Menurut (Harahap & 
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Pulungan, 2019), kompetensi auditor dapat dikembangkan melalui 

program pelatihan yang terstruktur. Program ini meliputi: 

1. Seleksi Internal: Melakukan seleksi internal terhadap pegawai 

dengan kualifikasi S1 Akuntansi, Ekonomi, atau bidang terkait yang 

berminat menjadi auditor. 

2. Program Persiapan Sertifikasi: Menyelenggarakan program 

intensive training untuk mempersiapkan pegawai terpilih mengikuti 

ujian sertifikasi JFA. 

3. Mentoring Program: Menyediakan program mentoring dari auditor 

senior untuk mempercepat proses learning curve pegawai baru. 

4.4.2.2 Strategi Jangka Menengah (3-5 tahun) 

a. Peningkatan Formasi dan Rekrutmen 

Berdasarkan teori perencanaan SDM yang dikemukakan oleh 

(Dwiyanto & Rufaedah, 2020), peningkatan formasi harus didasarkan 

pada analisis kebutuhan yang komprehensif. Strategi ini meliputi: 

1. Advokasi Peningkatan Formasi: Melakukan advokasi kepada 

pemerintah pusat melalui Bupati dan DPRD untuk meningkatkan 

alokasi formasi JFA berdasarkan analisis kebutuhan riil yang 

komprehensif. 

2. Rekrutmen Berkualitas: Mengembangkan strategi rekrutmen yang 

menarik kandidat terbaik melalui:  

a. Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk program magang dan 

rekrutmen fresh graduate 
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b. Employer branding untuk meningkatkan attractiveness profesi 

auditor pemerintah 

c. Program beasiswa untuk calon auditor yang berkomitmen bekerja di 

sektor pemerintah 

b. Pengembangan Sistem Karir yang Menarik 

Menurut (Setyana et al., 2021), sistem karir yang jelas dapat 

meningkatkan motivasi dan retensi auditor. Hal ini dapat dilakukan 

melalui: 

1. Career Path yang Jelas: Mengembangkan career path yang jelas 

dan menarik bagi auditor, termasuk kemungkinan rotasi ke SKPD 

lain atau promosi ke posisi struktural. 

2. Fast Track Program: Menyediakan fast track program untuk 

auditor berprestasi untuk mempercepat jenjang karir. 

3. Dual Career Option: Memberikan opsi dual career dimana auditor 

dapat mengembangkan keahlian di bidang lain sambil tetap 

mempertahankan kompetensi audit. 

 

 

4.4.2.3 Strategi Jangka Panjang (5-10 tahun) 

a. Pembangunan Ekosistem Audit yang Sustainable 

1. Audit Academy: Mendirikan audit academy sebagai pusat 

excellence untuk pengembangan auditor di wilayah Sumatera Utara 
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yang dapat melayani tidak hanya Kabupaten Serdang Bedagai tetapi 

juga daerah sekitarnya. 

2. Research and Development: Mengembangkan unit R&D untuk 

inovasi metodologi audit dan pengembangan tools audit yang dapat 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi audit. 

3. Partnership dengan Akademisi: Membangun partnership jangka 

panjang dengan perguruan tinggi untuk program pengembangan 

kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan audit pemerintahan. 

b. Transformasi Digital Audit 

1. Audit Management System: Mengembangkan sistem manajemen 

audit terintegrasi yang dapat meningkatkan efisiensi perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan audit. 

2. Continuous Auditing: Implementasi konsep continuous auditing 

melalui teknologi untuk monitoring real-time yang dapat 

mengurangi kebutuhan audit manual. 

3. Data Analytics Capability: Membangun kapabilitas data analytics 

yang memungkinkan auditor melakukan risk assessment yang lebih 

akurat dan audit yang lebih targeted. 

4.4.3 Penyebab Auditor Belum Berkompeten 

Analisis terhadap kompetensi auditor menunjukkan bahwa meskipun 

secara umum tingkat kompetensi sudah cukup baik (skor rata-rata 3,75), namun 

masih terdapat gap yang perlu diperbaiki. Beberapa faktor yang menyebabkan 

auditor belum berkompeten optimal adalah: 
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4.4.3.1 Keterbatasan Program Pengembangan Kompetensi 

a. Frekuensi Pelatihan yang Tidak Memadai 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa frekuensi pelatihan untuk 

auditor masih sangat terbatas. Hal ini sejalan dengan temuan (Dwiyanto & 

Rufaedah, 2020) yang menyatakan bahwa kompetensi auditor dipengaruhi 

oleh intensitas pelatihan yang diterima. Rata-rata auditor hanya mengikuti 

1-2 pelatihan dalam setahun, sementara kebutuhan ideal menurut standar 

profesi adalah minimal 40 jam pelatihan per tahun. Keterbatasan ini 

disebabkan oleh: 

1. Anggaran Pelatihan Terbatas: Alokasi anggaran untuk pelatihan 

SDM yang terbatas menyebabkan tidak semua auditor dapat 

mengikuti pelatihan yang dibutuhkan. 

2. Keterbatasan Provider Pelatihan: Terbatasnya provider pelatihan 

audit berkualitas di daerah menyebabkan biaya pelatihan menjadi 

mahal karena harus mendatangkan trainer dari luar daerah atau 

mengirim auditor ke Jakarta. 

3. Prioritas Operasional: Tekanan operasional yang tinggi 

menyebabkan waktu untuk mengikuti pelatihan menjadi terbatas. 

Auditor seringkali dihadapkan pada pilihan antara menyelesaikan 

tugas audit atau mengikuti pelatihan. 

b. Kurangnya Program Sertifikasi 



61 

 

 
 

Data menunjukkan bahwa hanya 27,6% auditor yang memiliki 

sertifikat JFA. Menurut (Harahap & Pulungan, 2019), sertifikasi profesi 

merupakan indikator penting kompetensi auditor. Hal ini disebabkan oleh: 

1. Biaya Sertifikasi yang Tinggi: Biaya ujian sertifikasi JFA yang 

mencapai puluhan juta rupiah per orang menjadi kendala bagi 

organisasi dengan anggaran terbatas. 

2. Tingkat Kesulitan Ujian: Tingkat kesulitan ujian sertifikasi yang 

tinggi memerlukan persiapan intensif yang tidak semua auditor 

mampu lakukan. 

3. Kurangnya Program Persiapan: Belum adanya program 

persiapan ujian sertifikasi yang terstruktur di internal organisasi. 

4.4.3.2 Gap Pengetahuan dan Keterampilan 

Keterbatasan pengetahuan teknologi dan spesialisasi audit menjadi 

kendala utama. (Pikirang et al., 2017) menyatakan bahwa perkembangan 

teknologi menuntut auditor untuk terus mengupdate kemampuannya. 

a. Keterbatasan Pengetahuan Teknologi 

Analisis menunjukkan bahwa auditor masih memiliki keterbatasan 

dalam penguasaan teknologi audit modern. Hal ini terlihat dari rendahnya 

skor pada aspek penguasaan audit teknologi informasi (mean = 3,38). 

Faktor-faktor yang menyebabkan hal ini antara lain: 

1. Kurikulum Pelatihan yang Belum Update: Kurikulum pelatihan 

auditor yang masih fokus pada audit manual dan belum 

mengintegrasikan teknologi audit terkini. 
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2. Resistance to Change: Adanya resistensi dari auditor senior 

terhadap adopsi teknologi baru karena merasa nyaman dengan 

metode konvensional. 

3. Keterbatasan Infrastruktur TI: Infrastruktur teknologi informasi 

di Inspektorat yang belum mendukung implementasi audit berbasis 

teknologi. 

b. Kurangnya Spesialisasi Audit 

Mayoritas auditor masih bersifat generalis dan belum memiliki 

spesialisasi yang mendalam di bidang tertentu. Padahal kompleksitas 

objek audit modern memerlukan auditor dengan keahlian spesifik, seperti: 

1. Audit Teknologi Informasi: Dengan semakin digitalisasinya 

pelayanan pemerintah, dibutuhkan auditor yang khusus menguasai 

audit TI. 

2. Audit Kinerja: Evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi program 

pemerintah memerlukan metodologi yang berbeda dengan audit 

keuangan. 

3. Audit Investigatif: Penanganan kasus dugaan fraud memerlukan 

keahlian khusus dalam audit investigatif. 

4.4.3.3 Faktor Motivasi dan Engagement 

a. Rendahnya Motivasi Pengembangan Diri 

Beberapa auditor menunjukkan motivasi yang rendah untuk 

mengembangkan kompetensinya. Hal ini disebabkan oleh: 
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1. Ketidakjelasan Reward System: Tidak adanya sistem reward yang 

jelas bagi auditor yang berhasil meningkatkan kompetensinya. 

2. Beban Kerja yang Tinggi: Beban kerja yang tinggi menyebabkan 

auditor tidak memiliki waktu dan energi untuk pengembangan diri. 

3. Kurangnya Role Model: Keterbatasan auditor senior yang dapat 

menjadi role model dan mentor bagi auditor junior. 

4.4.4 Strategi Mengatasi Kompetensi Auditor yang Belum Optimal 

4.4.4.1 Program Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan 

a. Structured Learning Program 

Berdasarkan teori pembelajaran organisasi yang dikemukakan oleh 

(Setyana et al., 2021), program pembelajaran terstruktur dapat 

meningkatkan kompetensi auditor secara efektif. Program ini meliputi: 

1. Basic Audit Training: Program pelatihan dasar audit untuk auditor 

baru yang mencakup fundamental auditing, akuntansi sektor publik, 

dan regulasi pemerintahan. 

2. Advanced Audit Training: Program pelatihan lanjutan untuk 

auditor berpengalaman yang fokus pada teknik audit advanced, risk-

based auditing, dan audit investigatif. 

3. Specialized Training: Program pelatihan spesialisasi untuk 

mengembangkan expertise di bidang tertentu seperti audit TI, audit 

kinerja, dan audit lingkungan. 

b. E-Learning Platform 



64 

 

 
 

Menurut (Zunaedi et al., 2022), platform pembelajaran digital dapat 

meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas pembelajaran auditor. 

Mengembangkan platform e-learning internal yang memungkinkan 

auditor belajar secara fleksibel tanpa terganggu tugas operasional. 

Platform ini dapat berisi: 

1. Video Tutorial: Koleksi video tutorial tentang berbagai aspek audit 

yang dapat diakses kapan saja. 

2. Case Study Database: Database kasus-kasus audit yang telah 

terjadi untuk pembelajaran berbasis pengalaman. 

3. Knowledge Sharing Forum: Forum diskusi internal untuk berbagi 

pengalaman dan best practices antar auditor. 

4.4.4.2 Program Sertifikasi dan Kredensial 

a. Bantuan Sertifikasi Profesi 

Dwiyanto & Rufaedah (2020) menekankan pentingnya sertifikasi 

profesi dalam meningkatkan kredibilitas dan kompetensi auditor. Program 

ini meliputi: 

1. Scholarship Program: Menyediakan program beasiswa untuk 

auditor yang ingin mengikuti ujian sertifikasi JFA, QIA, atau CIA. 

2. Preparation Class: Menyelenggarakan kelas persiapan ujian 

sertifikasi dengan menghadirkan trainer berpengalaman. 

3. Study Group: Membentuk study group antar auditor untuk saling 

mendukung dalam persiapan ujian sertifikasi. 

b. Internal Certification Program 
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Mengembangkan program sertifikasi internal yang dapat menjadi 

stepping stone menuju sertifikasi nasional/internasional: 

1. Basic Auditor Certificate: Sertifikat internal untuk auditor yang 

telah menguasai kompetensi dasar. 

2. Specialized Certificate: Sertifikat khusus untuk auditor yang telah 

menguasai bidang spesialisasi tertentu. 

3. Senior Auditor Certificate: Sertifikat untuk auditor senior yang 

telah menunjukkan leadership dan mentoring capability. 

4.4.4.3 Knowledge Management System 

Menurut (Katili et al., 2017), sistem manajemen pengetahuan dapat 

meningkatkan transfer knowledge dan best practices dalam organisasi audit. 

a. Documentation of Best Practices 

Mengembangkan sistem dokumentasi best practices yang 

mencakup: 

1. Standard Operating Procedures (SOP): Penyusunan SOP yang 

komprehensif untuk berbagai jenis audit. 

2. Audit Manual: Pengembangan audit manual yang disesuaikan 

dengan karakteristik objek audit di Kabupaten Serdang Bedagai. 

3. Lessons Learned Database: Database pembelajaran dari audit-

audit sebelumnya yang dapat menjadi referensi untuk audit 

selanjutnya. 

b. Mentoring and Coaching Program 
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Menurut (Harahap & Pulungan, 2019) menyatakan bahwa program 

mentoring dapat mempercepat pengembangan kompetensi auditor junior. 

1. Senior-Junior Pairing: Program pairing antara auditor senior dan 

junior untuk transfer knowledge yang intensif. 

2. Cross-functional Exposure: Program rotasi auditor ke SKPD lain 

untuk memperluas pemahaman tentang operasional pemerintahan. 

3. External Mentoring: Mengundang auditor berpengalaman dari 

BPK, BPKP, atau KAP untuk menjadi mentor eksternal. 

4.4.4.4 Performance Management System 

a. Competency-Based Performance Evaluation 

Berdasarkan teori manajemen kinerja yang dikemukakan oleh 

(Pikirang et al., 2017), sistem evaluasi berbasis kompetensi dapat 

mendorong peningkatan kinerja auditor. Mengembangkan sistem evaluasi 

kinerja berbasis kompetensi yang mencakup: 

1. Individual Development Plan (IDP): Setiap auditor memiliki IDP 

yang jelas dengan target pengembangan kompetensi yang spesifik 

dan terukur. 

2. 360-Degree Feedback: Implementasi sistem feedback 360 derajat 

yang melibatkan atasan, rekan kerja, dan auditee untuk evaluasi 

kompetensi yang komprehensif. 

3. Competency Assessment Tool: Pengembangan tools assessment 

kompetensi yang dapat mengukur gap kompetensi secara objektif 

dan menjadi dasar untuk program pengembangan. 
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b. Reward and Recognition System 

Dalam penelitiannya (Setyana et al., 2021) menekankan pentingnya 

sistem reward yang tepat untuk memotivasi pengembangan kompetensi 

auditor. 

1. Merit-Based Promotion: Sistem promosi yang berbasis merit dan 

kompetensi, bukan hanya senioritas. 

2. Performance Incentive: Memberikan insentif khusus bagi auditor 

yang berhasil meningkatkan kompetensinya atau mencapai target 

tertentu. 

3. Annual Award: Program penghargaan tahunan untuk auditor 

berprestasi dalam berbagai kategori seperti best practice, innovation, 

dan professional development. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat kesenjangan dalam kuantitas auditor dengan gap 59,6% dari 

kebutuhan ideal (52 auditor vs 29 auditor existing), terutama pada jenjang 

Auditor Pertama/Terampil dengan defisit 31 orang. Kondisi ini 

menunjukkan ketidakseimbangan antara beban kerja audit dengan 

ketersediaan sumber daya manusia. 

2. Kekurangan auditor disebabkan oleh keterbatasan formasi JFA dari 

pemerintah pusat, persyaratan kualifikasi yang ketat, anggaran 

pengembangan SDM yang terbatas, dan sistem remunerasi yang kurang 

kompetitif dibandingkan sektor swasta. 

3. Kompetensi auditor menunjukkan fondasi yang memadai dalam 

pengetahuan audit dasar, namun menghadapi tantangan dalam risk-based 

auditing approach, data analytics skills, dan professional judgment yang 

belum konsisten. Keterampilan komunikasi juga memerlukan perbaikan 

untuk meningkatkan efektivitas penyampaian hasil audit. 

4. Kompetensi auditor belum optimal karena keterbatasan program 

pengembangan berkelanjutan, gap pengetahuan teknologi audit modern, 

kurangnya spesialisasi audit sesuai kebutuhan, dan rendahnya motivasi 

pengembangan diri akibat sistem reward yang belum memadai. 



69 
 

 
 

5. Diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup optimalisasi sumber 

daya existing, program conversion pegawai, peningkatan formasi, 

pengembangan sistem karir, dan implementasi program pembelajaran 

berkelanjutan berbasis kompetensi. 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti 

memberi saran sebagai masukan sebagai berikut : 

1. Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai perlu mengajukan usulan 

peningkatan formasi JFA kepada pemerintah pusat, melaksanakan program 

konversi pegawai internal menjadi auditor tersertifikasi, mengembangkan 

program pelatihan berkelanjutan berbasis kompetensi dengan fokus 

teknologi audit modern, membangun sistem mentoring antara auditor senior 

dan junior, serta menerapkan sistem evaluasi kinerja berbasis kompetensi 

dengan target pengembangan yang terukur. 

2. Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan alokasi anggaran 

pengembangan SDM audit untuk sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan, 

memperbaiki sistem remunerasi auditor agar lebih kompetitif dengan sektor 

swasta, serta menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi untuk rekrutmen 

calon auditor berkualitas. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dampak implementasi 

teknologi audit terhadap efektivitas dan efisiensi pengawasan internal serta 

mengembangkan model perhitungan kebutuhan auditor yang disesuaikan 

dengan karakteristik spesifik daerah. 
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Lampiran 1. Pertanyaan Wawancara Kebutuhan Auditor 
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Dimensi No. Pertanyaan 

Kebutuhan 

Kuantitas Auditor 

1 Apakah jumlah auditor yang ada saat ini sudah mencukupi untuk 

melaksanakan seluruh program audit di Inspektorat Kabupaten 

Serdang Bedagai ? 

2 Apakah penambahan jumlah auditor diperlukan untuk meningkatkan 

efektivitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Serdang Bedagai? 

3 Apakah rasio jumlah auditor terhadap objek pemeriksaan (SKPD) di 

Kabupaten Serdang Bedagai sudah ideal? 

Kebutuhan 

Kualifikasi Auditor  

4 Apakah Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai memerlukan 

auditor dengan latar belakang pendidikan akuntansi/audit? 

5 Apakah Auditor dengan sertifikasi profesi (JFA/CIA/CPA) sangat 

dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas audit? 

6 Apakah pengalaman kerja minimal 3 tahun di bidang 

audit/akuntansi menjadi syarat penting untuk auditor di 

Inspektorat? 

     

 

Kebutuhan 

Spesialisasi 

Auditor  

7 Apakah Inspektorat membutuhkan auditor khusus untuk audit 

keuangan daerah? 

8 Apakah Auditor dengan spesialisasi audit kinerja diperlukan untuk 

mengevaluasi efektivitas program pemerintah daerah? 

9 Apakah Auditor dengan keahlian khusus di bidang teknologi 

informasi dibutuhkan untuk audit sistem informasi pemerintah 

daerah? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lampiran 2. Pertanyaan Wawancara Kompetensi 
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Dimensi No. Pertanyaan 

Pengetahuan dan 

Keterampilan 

Teknis 

1 Apakah Auditor memiliki pengetahuan yang memadai tentang 

standar audit internal? 

2 Apakah Auditor menguasai teknik dan metodologi audit yang up to 

date? 

3 Apakah Auditor memiliki pemahaman yang baik tentang sistem 

pengendalian internal? 

Pengalaman 

Profesional 

4 Apakah Auditor memiliki pengalaman kerja yang cukup di bidang 

audit? 

5 Apakah Auditor dapat menangani berbagai jenis audit berdasarkan 

pengalamannya? 

6 Apakah Auditor mampu mengidentifikasi risiko berdasarkan 

pengalaman sebelumnya? 

Integritas dan 

Objektivitas 

7 Apakah Auditor melaksanakan audit dengan jujur dan tidak 

memihak? 

8 Apakah Auditor dapat menjaga kerahasiaan informasi yang 

diperoleh selama audit? 

9 Apakah Auditor tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak lain dalam 

melaksanakan tugas? 

Keterampilan 

Komunikasi 

10 Apakah Auditor dapat berkomunikasi dengan efektif kepada audit? 

11 Apakah Auditor memiliki kemampuan presentasi yang baik dalam 

menyampaikan hasil audit? 

12 Auditor dapat bekerja sama dengan tim audit secara efektif? 
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